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Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena 

berkat rahmat dan karunia-Nyalah buku yang berjudul "Menata Hukum 

Menegakkan Demokrasi: Menyoal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah 

Peserta Pemilukada yang Masih Sarat dengan Pelanggaran" telah selesai 

disusun dan berhasil diterbitkan.  

Proses pemilihan kepala daerah (Pemilukada) merupakan salah satu 

wujud nyata dari penerapan demokrasi di tingkat lokal. Namun, dalam 

praktiknya, proses ini masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang 

mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Buku ini berusaha 

mengupas tuntas permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam 

penetapan pasangan calon kepala daerah, mulai dari pelanggaran 

administratif hingga pelanggaran etika dan hukum yang lebih serius. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pembenahan sistem Pemilukada di Indonesia. Dengan menata hukum yang 

lebih baik, kita bisa menegakkan demokrasi yang sejati, di mana setiap warga 

negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam 

pemerintahan, tanpa adanya manipulasi dan kecurangan. 

Kami menyadari, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, 

saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa 

mendatang. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami haturkan 

kepada semua pihak yang sudah membantu hingga buku ini dapat terbit. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang berlipat ganda. 

Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para 

akademisi, praktisi hukum, penyelenggara Pemilukada, dan masyarakat luas 

yang peduli terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. 

 

 

 

Penulis  

 

 

  

PRAKATA 



 

iv 

 

DAFTAR ISI 
 

PRAKATA ···································································································· iii 

DAFTAR ISI ································································································· iv 

BAB 1 SENGKARUT PEMILUKADA ································································· 1 

A. Pemilukada yang Belum Mencerminkan Demokrasi ······························ 1 

B. Problematika Tugas dan Wewenang KPU ·············································· 9 

BAB 2 TEORI HUKUM SEPUTAR PEMILIHAN KEPALA DAERAH  ····················· 33 

A. Definisi Teori Hukum ············································································ 33 

1. Teori Kedaulatan Hukum ······························································· 34 

2. Teori Trias Politica ·········································································· 39 

3. Teori Kewenangan ········································································· 41 

4. Teori Kekuatan Mengikat Putusan ················································· 45 

5. Konsep Negara Hukum··································································· 49 

6. Asas Legalitas ················································································· 51 

7. Asas Erga Omnes ············································································ 52 

B. Konsep Hukum Pemilihan ····································································· 52 

1. Pentaatan ······················································································· 53 

2. Putusan ·························································································· 54 

3. Pengadilan Tata Usaha Negara ······················································ 55 

4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ········································· 57 

5. Pemilihan Umum············································································ 58 

6. Konsep Pemilihan Kepala Daerah ·················································· 58 

7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ······································· 63 

8. Pasangan Calon Kepala Daerah ······················································ 66 

BAB 3 HAKIKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM 

NEGARA HUKUM  ················································································ 69 

A. Pengertian Hakikat  ··············································································· 69 

1. Hakikat Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum ····· 70 

2. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum ······· 72 

3. Hakikat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam  

Negara Hukum ··············································································· 79 

BAB 4 KETIDAKTAATAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM ························································· 87 

A. Intervensi Elit Politik Terhadap Komisi Pemilihan Umum ···················· 87 

B. Tumpang Tindih Aturan Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum  

Kepala Daerah······················································································· 93 

 



 

v 

 

C. Tidak Adanya Lembaga Eksekutorial pada Pengadilan  

Tata Usaha Negara ············································································· 110 

D. Ketidaktaatan Putusan PTUN oleh KPU Suatu Bentuk  

Pengabaian Terhadap Hak Asasi Manusia ·········································· 112 

E. Ketidaktatan Putusan PTUN oleh KPUD Suatu Bentuk  

Ketidakpastian Hukum Bagi Pihak Penggugat dan Tergugat ·············· 139 

F. Ketidaktaatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  

oleh KPUD Suatu Bentuk Pengabaian Terhadap  

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ········································ 145 

G. Ketidaktaatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  

oleh KPUD Suatu Bentuk Pengabaian Terhadap  

Peraturan Perundang-Undangan························································ 151 

BAB 5 AKIBAT HUKUM KETIDAKTAATAN PUTUSAN PENGADILAN 

TATA USAHA NEGARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM ···················· 157 

A. Perbuatan Melawan Hukum ······························································· 157 

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum······································ 157 

2. Kewenangan yang Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum ·· 159 

B. Hakikat Sanksi ····················································································· 161 

1. Pengenaan Sanksi Hukum ···························································· 163 

C. Pengenaan Sanksi Pidana Contempt of Court Terhadap  

Pejabat TUN yang Tidak Mentaati Putusan PTUN ······························ 169 

1. Istilah dan Pengertian Contempt of Court ··································· 169 

2. Jenis Contempt of Court ······························································· 173 

3. Bentuk-Bentuk Konstitutif Contempt of Court ····························· 175 

4. Contempt of Court dalam KUHP ··················································· 177 

DAFTAR PUSTAKA ···················································································· 187 

PROFIL PENULIS ······················································································· 196 

 

  



 

 

1 
SENGKARUT PEMILUKADA 

 
A. PEMILUKADA YANG BELUM MENCERMINKAN DEMOKRASI 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlangsung di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

belum mencerminkan proses demokrasi yang sesungguhnya sebagai roh 

reformasi. 

Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum demokratis 

menimbulkan permasalahan hukum mulai dari tahapan persiapan dan 

tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: a) perencanaan 

program dan anggaran, b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, 

c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan 

jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, 

e) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas kecamatan, PPL, dan 

pengawas TPS, f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, 

dan g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 

Tahapan penyelenggaraan meliputi: a) pendaftaran bakal calon gubernur, 

calon bupati dan calon walikota, b) uji publik, c) pengumuman pendaftaran 

calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, d) pendaftaran calon 

gubernur, calon bupati dan calon walikota, e) penelitian persyaratan calon 

gubernur, calon bupati dan calon walikota, f) penetapan calon gubernur, 

calon bupati dan calon walikota, g) pelaksanaan kampanye, h) pelaksanaan 

pemungutan suara, i) perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan 

suara, j) penetapan calon terpilih, k) penyelesaian pelanggaran dan sengketa 

hasil pemilihan, dan l) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

Tahapan penyelenggaraan terutama penetapan calon Gubernur, Bupati 

dan Walikota sebagai peserta pemilukada, acapkali menjadi masalah yang 

disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pasangan calon yang 

tidak lolos verifikasi administrasi. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan menghendaki pasangan calon 

pemilukada adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau 

gabungan partai politik dan calon perseorangan. Pengusungan pasangan 

calon diamanatkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 



 

 

2 
TEORI HUKUM SEPUTAR  

PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

 
A. DEFINISI TEORI HUKUM  

Menurut Bernard Arief Sidharta, 19  teori hukum adalah seperangkat 

pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara 

logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari 

sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkannya 

dimungkinkan untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni 

produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk 

pengujian dan fungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan 

cara tertentu. Lebih lanjut beliau katakan teori hukum dengan demikian 

berfungsi untuk menjelaskan, menilai dan memprediksi. Teori hukum dapat 

diuji secara empirikal dengan meneliti sejauh mana metode interpretasi dan 

interpretasi suatu aturan hukum digunakan dalam praktek hukum dan secara 

rasional dikaji konsistensinya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.20 

Teori dikatakan pula sebagai seperangkat, konsep, definisi, dan proposisi- 

proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena- 

fenomena. Teori dimaknai sebagai suatu konstruksi yang jelas, yang dibangun 

atas jalinan fakta-fakta. Teori pada dasarnya menjelaskan suatu fenomena 

atau merupakan proses atau produk atau aktivitas, atau merupakan suatu 

sistem. Hakikat Teori dari segi manfaatnya ada dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dan 

mengkaji penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh para ahli berupa 

penelitian-penelitian dalam bentuk hibah bersaing atau hibah kompetisi dan 

disertasi. 

Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam 

mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan 

berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 

                                                           
19 Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum 

Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Cetakan Pertama, Genta 

Publishing, Yogyakarta, h. 69 
20 Ibid 



 

 

3 
HAKIKAT PENGADILAN TATA USAHA  

NEGARA DALAM NEGARA HUKUM 

 
A. PENGERTIAN HAKIKAT 

Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa arab yaitu 

kata “Al-Haqq”, dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata “hak’ 
yang berarti milik (kepunyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, 

sedangkan secara etimologi hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber 

dari segala sesuatu. Kata hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, artinya “intisari atau dasar”, diartikan juga kenyataan yang 
sebenarnya (sesungguhnya).90 Dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa 

Belanda, Indonesia dan Inggris, menyebut dengan istilah Ipso Facto dalam 

bahasa Latin artinya berdasarkan kenyataan atau fakta, bahasa Inggris 

menyebut “by that very fact“ artinya berdasarkan kenyataan atau fakta”.91 

Ipse facto bahasa Belanda artinya oleh faktanya sendiri Ipso Facto dalam 

Black Law Dictionari dalam bahasa Latin “by the fact itself”. By the very 
nature of the situation” (if 25% of all contractual litigation is caused by faulty 
drafting then, ipso facto, the profession needs to inprove its drafting skills). 

Pengertian hakikat di atas berarti intisari, dasar, kenyataan sebenarnya 

(sesungguhnya) atau fakta. Dengan demikian, hakikat adalah intisari atau 

dasar dari suatu kenyataan atau fakta yang sebenarnya (sesungguhnya). 

Menurut Sjachran Basah, Pengadilan Administrasi merupakan salah satu 

sarana, untuk merealisir jalur pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, 

yang tidak terpisahkan dengan adanya “tuntutan hati nurani yang tiada ada 
henti- hentinya, ialah terwujudnya keadilan, khususnya keadilan di lapangan 

hukum”. 
 

 

 

 

                                                           
90 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, Jakarta, h. 475 
91 Yan Pramadya Puspa,2008, Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris, CV. Aneke 

Ilmu, Edisi Lengkap, Semarang, h. 311 



 

 

4 
KETIDAKTAATAN PUTUSAN  

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 
A. INTERVENSI ELIT POLITIK TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM 

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan Umum 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 

lima tahun sekali”. Dalam ayat (5) Pasal 22E ditentukan bahwa “pemilihan 
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu haruslah 

suatu komisi yang bersifat: (i) nasional, (ii) tetap, dan (iii) mandiri atau 

independen. 

 Jimly Asshiddiqie, berpendapatan bahwa komisi penyelenggara Pemilu 

harus independen, oleh karena, penyelenggara pemilu itu harus bersifat 

netral dan tidak boleh memihak. Komisi pemilihan umum itu tidak boleh 

dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang 

mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta 

pemilihan umum.120 Selain itu ia mengatakan: 

Ketidaknetralan anggota penyelenggara Pemilu memunculkan persepsi 

publik terhadap lembaga independen ini menjadi negatif. kehormatan dan 

kemartabatan serta kemuliaan institusi ini menjadi terganggu akibat perilaku 

tidak baik yang diperankan oleh segelitir oknum penyelenggara Pemilu. 

problem lain yang mendera lembaga independen ini adalah praktek 

intervensi politik dari penyelenggara negara. Penguasa menggunakan struktur 

kekuasaan formal untuk melakukan intervensi sehingga secara otomatis 

mengganggu kinerja penyelenggara Pemilu. Intervensi penguasa ini tidak bisa 

dinafikan terutama penyelenggara Pemilukada di daerah- daerah yang 

notabene peserta Pemilukadanya terdapat calon incunbent yang maju. Akibat 

perilaku tidak netral dan cenderung keberpihakan pada calon peserta pemilu 

oleh penyelenggara dan intervensi kebijakan dari penguasa terhadap KPU dan 

Bawaslu ditingkat tertentu dan proses pengelolaan tahapan Pemilu bahkan 

                                                           
120 Jimly Asshiddiqie, 2012, Pengantar Hukum Tata Negara, Cetakan Keempat, Rajagrafindo, 

Jakarta, h. 427 



 

 

5 
AKIBAT HUKUM KETIDAKTAATAN  

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  

NEGARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 
Dalam suatu negara negara hukum pada umumnya termasuk negara 

Republik Indonesia, segala tindakan pemerintah dan/atau masyarakat harus 

berdasarkan hukum. Salah satu ciri utama dari negara hukum itu sendiri 

adanya sanksi, dimana sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh negara melalui 

aparat penegak hukum yaitu polisi. Sanksi hukum ini dapat diterapkan kepada 

siapa saja apabila pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh yang 

bersangkutan dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan dan pengadilan 

menyatakan bahwa tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan suatu 

perbuatan melawan hukum yang dalam bentuk putusan pengadilan. 

 

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintah 

(bestuurshandeung) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat 

secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tertinggi dan rendah.168 R.J.H.M. 

Huisman mengartikan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat 

menimbulkan akibat hukum tertentu, atau “Een rechtshandeling is gericht op 

het scheppen van rechten of plichten”. (Tindakan hukum adalah tindakan 
yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Selanjut H.J. 

Romeijn, “Een administrative rechtshandeling is and wilsverklaring in een 

bijzinder geval uitgaande van een administratief orgaan, gercht op het in the 

leven roepen van een rechtsgevolg op het gebeid van administratief recht”. 
(tindakan hukum administrasi adalah suatu persyaratan kehendak yang 

muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk 

menimbulkan akibat dalam bidang hukum administrasi Negara.169 

                                                           
168 SA. Marbun dan Moh. Muhfud MD, 2009, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 

cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, h. 70 
169 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-6, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, h. 110 
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kemahasiswaan (PD III) Fakultas Hukum (2017-2021), kemudian menjadi 

Sekretaris Senat Fakultas Hukum pada tahun yang sama, sebelumnya sejak 

tahun 2009-2012 Doktor Pondayar menjabat sebagai Sekretaris pada Bagian 

Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Ia juga menjadi 

Sekretaris Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Hukum Adat Papua Universitas 

Cenderawasih (2012-2017;2017-2021). Kemudian sejak tahun 2022-2025 

menjadi Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Hukum Adat Papua 

Universitas Cenderawasih. Selain menyandang jabatan dalam lingkup fakultas, 

dirinya dipercaya menjadi Wakil Ketua Jemaat GKI Lembah Yordan Emereuw 

Klasis GKI Port Numbay (April 2019-April 2027). Namun sejak Juni-9 

Desember 2023 dipercayakan menjadi Pelaksana Tugas Ketua Jemaat GKI 

Lembah Yordan Emereuw. Dalam lingkup kegerejaan, dirinya juga diberi 

kepercayaan untuk mengelola Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Di Tanah 

Papua sebagai Wakil Sekretaris I (2023-2028), dan termasuk Ketua Panitia 

Peresmian dan Pentahbisan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Paulus Buasum 

Klasis GKI Nawa Wirway. Disamping dalam lingkup kegerejaan, Doktor 

Pondayar pun menggeluti aktivitas sebagai Hakim pada penyelenggaraan PON 

XX Papua (2021), lalu menjadi Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Hedam Distrik 

Heram Kota Jayapura. Pada putaran pemilu 2024 lalu dirinya juga 

dipercayakan sebagai ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara 
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(KPPS) 04 Kelurahan Hedam Distrik Heram Dr Yustus Pondayar pun 

dipercayakan untuk mendampingi sejumlah lembaga DPRD di Tanah Papua 

sebagai tenaga ahli, semisal DPRD Kota Jayapura, DPRD Kabupaten 

Mamberamo Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tolikara dan memiliki 

segudang pengalaman berorganisasi sejak masih menyandang status 

mahasiswa sampai hari ini telah banyak organisasi yang digelutinya. Sehingga 

dari pengalaman itulah telah membentuk dirinya untuk berkapasitas tinggi 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dr Yustus Pondayar, SH., 

MH pada tanggal 19 November 2011 menikahi Pdt. Anike Mirino, S.Si.Teo., 

M.Si adalah Pelayan Firman pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua dan 

diberikan tugas tambahan sebagai Sekretaris Klasis GKI Port Numbay dan 

Ketua Jemaat GKI Imanuel Nare Skyline. Dr Yustus Pondayar dan Pdt. Anike 

Mirino dikaruniai Tuhan 3 orang anak yaitu: (1) Condoleezza Airami Pondayar, 

(2) Wilem Yohanes Sarmuri Pondayar, dan (3) Wihelmina Dominggas Inseri 

Pondayar. 
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